
lV1eni-rn bang :

Mengingat

BI'PATI I(OtrAwE SEI,ATAI|
PROVTTSI SI'LAWESI TETGGARA

PERAIT'RAII BI'PAII I(OIrAYE SELATAII
rouoR E4 TArflrlr 2c2t

TEI|TAIIIG
PERCEPATAII PIIYCI'GAIIAII STUN:fr]iITi TERI!5?EIeRASI

DI K,AAUPATTIT I(OITAITE SELATAII

DEITGAIT RAIIUA'T TT'IIAIT YAITG UAIIA ISA
BI'PATI I(OI|AWI SELI\TAIiI,

a. batrwa anak denga-rr kekurangan Ersupan gizt dan/ ataru

penyakit dapat menirnbulkan masalah giri yang
menghambat pertumbuhan dan perkernbangan sehingga
diperlukan upaya penanggulangan masalah gjzt;

b. bahwa kejadian shtnttq pada balita masih banyak terjadi
di Kabupaten Konawe Selatan, sehingga dapat mengtrambat
upaya Peningkatan derqiat kesehatar masyarakat dan
pernbangunan kualitas su:lberdaya manusia;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Konawe Selatan tentang Percepatan Pencegaltan

Stunting Terintegrasi di Kabupaten Konawe Selatan;

1. Undang-Undang Nornor 4 Tahun 2OO3 tentang Perubentukart

Kabupaten Konanr,'e Selatan di kovinsi Sulawesi Tenggara

(I-ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nornor

24, Tannbahan lrrabararr Negara Republik Indonesia Nomor

42671;

2- Undang-Undang l.lorror 36 Tatrun 2OO9 tentang Kesehatan

(ternbaran NeSara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

144, Tamba}an Ieinbaran Negara Nomor 5O63);

3. Undang-Undang Nornor 52 Tahun 2OO9 tentang

Perkerrrbangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
(I-errrbaran Negara Repr.rblik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

161, Tarnbal.an I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5oaoi;
4. Undang-Undang Nornor 72 Tahun 2017 tentang

Perob€ntukarl Peraturan Perr:ndang-undangan (krnbaran
Negara Republik Indonesia Ta}.un 2Dll Nornor a2,

Tambal.an Irrntranan Negara Republik Indonesia Nornor

5234) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang

Nornor 15 Tahun 2U.19 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Ta:lbal.an Lembaran



')

Ue,'etapka.n

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2o74 tentang

Pernerintahan Daeral. (Iernbaran Negara Republik Indonesia
Tahrrn 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik [rrdonesia Nornor 5587) sebagairnana tela]r diubah
beberapa kali te-rakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2Ol5 (krnbaran Ne€iara Republik lndonesia Ta]run
2O15 Nornor 58, Tambal..an lembaran Negara Repu blik
Indonesia Nornor 5679);

6. Peraturan Pemerintal- Nornor 12 Tairun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbara Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan [,embaran
Negara Nomor 6322f ;

7. Peraturan Presiden Nornor 72 Tatrun 2O2l Tentang
Percepatan Penulunan Stunting (lrrnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 ll'or:r:.or 1721;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2O19 tentang
Penanggulangan Masalal- Gizl B^g Anak Akibat Penyakit

@erita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 914);

9. Perafirran Menteri Keuangan Nomor 67 / PIttrK.A7 /2019
tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah <ian Dana

Desa untuk Mcnduktrng Pelaksamaam Kegiatan Intervensi
Pencegahan Stu-nting Terintegrasi (Berita Nega;:a Republik
lrrdonesia Tahun 2Ol9 Norrror 53O);

1O- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.O1.O7IMENKES/319/2O2O tenta;ls l-okus Kegiatan

Penrlrunan Angka Kernatian Ibu dan Angka Kernatian Bayi

Tahun 2O2l;
11. Peraturan Daerah Kabupaten K()rtalee Selatan Nomor 15

Tahr.rn 2O2! tentang Rencana Per:abangunan Jangka

Menengah Daeratt KabuPaten Konawe Selatan Tahrln

202l-2026 (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

'l'ahun 2O2l Nornor 15);

uEurrrusxA![:

: PERATIIRAITI BITPATI IIOIIAWE SELATATI TEITaTAIIG

PERCEPATAIIT PE CEIGAIIAIII STI,N':NTNTG TERIITTEGRASI DI
XAAT'PA?Eil I(OITAWE SELATAIT.

BAB I
I(ETETTUAIT I'liI'U

Pa.al 1

Dalari Peraturan Bupa.ti ini yang diuraksud dengan;

1. Daera} adalah Kabupaten Konawe Selatan-

2. Pemerintah l^)aerah adalah Rupati da-rr Perangkat

sebagai unsur penyelertggara Pernerintahan Daerah'

3. Bupati adalah Etupati Konawe Selatan-

Daerah



'l

4. Perangkat Daeratr adalal. unsur pernbantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Ra\rat Daeral-r Kabupaten dalam penyelenggaraan
Ur-usan Pemerintahan yang rnenjadi kewenarrgan Daerah
ka.bupaten-

5- Stunting adala]l kondisi gagal 1q1a6ph pada anak dibawal. lirna
tahun (balita) akibat kekurangan gizi lrronis, infeksi berulang,
dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutarna dalarn
1OOO iseribul Hari Pertarna Kehidupan (1OOO HPK), yairu dari
janin sampai anak berusia dua la-hurt.

6- Intc;:vensi Cjizi Spcsifrk adalal. intcrvensi yang rnenyasar
penyebab langsung Stunting ),ang rneliputi kecukupan asupan
makanan datr g1zr, pemberian rrrakan, perawatan dan pola asuh,
dan pengobatan infeksilpe'nyakit-

7. Intervensi Gid Sensitif adalah interverrsi yang menyasar
penyebab tidak lzurgsung Stunti g yang rneliputi peningkrtan
akses pangan t*rgjzi, peningkata;l kcsadaran, korrritmen, dan
pralrtik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan
kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyettiaan air
bersih dan sardtasi.

8- Surveilans Gizi adalah kegiatan pengarnatan yang sistematis dan
terus menerus tertradap rrrasalah gizi masyaraka.t dren faktor-
fal:tor yang rnempcngaruhinya sebagai dasar bagi penganbil
keputrrsan untuk perumusan kebiiakan, perencan€ran prograra,

pnentuan tindakan dan pelaksanagn interwensi serta evaluasi

terhadap pengelolaan program gizi-

9, Konvergensi adala} sebuah pendekatan intervensi yang

dilakuican secara terkoordinir, terpadu dan trersarna- sarna

kepada targct sasaran i*ilayal. geograEs dan rumah tangga

prioritas (rumal. tangga 1-OOO I{PK) di lokasi dengan prioritas

Penang:rnan-
lO. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan / atau serangkaian

kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintettrasi dan

berkesinambungan untuk memelitrara dan rneningkatkan status

gizi masyarakat dalam bentuk upay-a promotif, preventif, kuratif
rnaupun rehabfitatif yang dilakukan oleh Pemerinta].. Daerah

dan /atar masyarakat-
BAB II

UAI(AI'D DAIT TUJT'A![
Pasal 2

{U Maksud percepatarr pencegahan stunting terinteBrasi di

Kabupaten Konawe Selat-an adalah:

a- sebagai dasar pelaksanaan konvergensi Program
pencegahan stur*ingr,

b- sebagai partduan bag Pemerintatr Daerah serta

seluruh unsur pelaku pernbangunan di daerah dalam
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rnendukung percepatan pencegahan stuntirtgi

c. rnewrljudkan generasi muda di Kabupaten Konawe
Selatan yang sehat, cerdas, produktif dan trrkualitas
serta rnernberi dampak pada meningkatnya krdeks
Pembangunan Manusia (IPM).

t2) Tujuan percepatart pencega}an stunting terintegrasi di
Kabupaten Konawe Selatan adalatr:

a- ter-wujudnya konvergensi prcgram di tingkat daerah
dplam penccgah an sfirntirtgi

tr- rneningkatkan mutu gizi perse.orangan, keluarga dan
masyarakat.

BAB trI
ASAS, PRINSIP DAr PILAR PETCEGAIIAIT S?U nXr^Itr

Sagfa8' l(esatuAsas
Pas.l 3

Asas pencegal.ar. stuntirlg di daerah, rneliputi:

a- tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap
pelayarram gjit dant kode etik profesi;

b- kornunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sekor dalarn

upaya penguatan kelernbagaan pencegahan stuntingr,

c. transparansi, artinya da-la:m pelaksanaan pencegahal

stunting dilakukan secara terbuka;

d- peka trudaya, artinya bahwa dalam segala hal yang

berhubungan dengan pencegahan sturrting liarus
mernpertratikan sosial budaya gizi daerah seternpat;

e. akuntabiutas, artinya dalarn pelaksanaan pencega'l.an

slurrtingr dilakukan secara jujur, adil dan bertanggungiawab-

Bagien l(edrra Prinsip

Bsal 4

Prinsip pencegaharr sfuntingr rneliputi :

intervensi gizi spesifik yzrng merupalan kegiatan yang

langsung mengatasi te{adinya stuntirtg seperti asupan

rnakantan, infeksi, status gizi itru, penyakit menular dan

kesehatan tingkungan:

intcrv'ensi gizi scnsitif yang merupakan kegiatan urrtuk
rnengatasi penyeba.b tidak laIrgsung yang lEencakup :

I - peningkatan akses pangan berglzi;

2- peningkatan kesadaran, kornitrren dan praktik
pengasuhan gizi ibu dan anak;

3. peningkatan akses dan kuaiitas pelayanan gizi dan

kesehatan; dan

a-



q

4- peningkatan

sarrit.asi -

penyediaar:r air bersih dan sarana

Rrgr.rr Ks-:gr Pilar
Fasal 5

Pilal pencegah an stuntirtg neliputi:

a.. komitrnen dan visi Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah dan
Pimpinan Instansi/Organisasi masyarakat;

b. kampanye dengan fokus pada pema}arnan, perubatran
perilakrr, komitrnen politik dan akuntabilitas;

c- konvergensi, koordinasi dan k<rnsolidasi prograrn
nasional, daerah dan masyarakat;

d. mendorong kebiiakan nutlition,,l f@d ser:.t'itg:.

e- pernantauan dan evaluasi.

BAB NT

SASARAII DAII reGIATAIT

Bagfar l(eratu
Sasaraa
Prsal 6

{i} Sasaran pencegatran darr penurunan sturlti/rg untuk
Kelompok lntcrverrsi Cizi Spesilik, meliputi :

a,. Rernaja Putri/ Calon Pengantin

b. ibu hamil;

c- ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enarn) bulan;

d. ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan
sampai dengan usia 23 {dua prrlu}r tiga bulan}-

{2} Sasaran pencega}ran dan penurunan stunttng untuk
Kelornpok Intervensi Gizi Sensitif rnerupakan kegiatart untuk
mengatasi penlr'ebab tidak langsung di tengah masyarakat-

Baglan Kedua
I(GgiatrD

Fasal ?

{l} Kegiatan intervensi gizi spesifik derrgan szrsaran rerraja
putri/ calon pengantin sebagairnana dirnaksud dalam pasal 6

ayat (1) huruf a. rneliputi :

a- Pemberian tablet tambah darah;

b. Pernberian rnakanan tarnbahan bagi remaja putri/ calon
pengantin melairri Dapur Setra.t Atasi Slunting (DASHAT);

c- Pemberian Konseling bagi remaja putri/ calon pengantin;

d- Pernberian Birrrbingan Perkawinan ftanikah Dan
Pernbinaa-n Keluarga SAIGNAH-
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(2) Kegiatan interwensi gizi spesifik dengan sFsararl ibu hamil
5s$agaiqrpna dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,
rneliputi :

a. meraberikan rnakanan tambahale pada ibu hamil untuk
mengatasi kelo:rangan energi dan protein kronis;

t. mengatasi kekurangan zat besi dan asarn folat;
c. mengatasi kekurangan iodium;
d- mengrrrangi cacingan pada ibu hrrnil;
e. melindungi ibu hanrrii dari roalaria. dan dernn.m

bcrdarah.

{3} Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu
rnenyusr.ri dan anak dibawa]. usia 6 {enam) bulan
sebagairnana dirnaksud <ialam Pasai 6 ayat (1) huruf c,

meliputi :

a.. mendorong lnisiasi Meny.usui Dim (II\,ID);

tr. mendorong perrrberian Air Susu Ibrr (ASI) ekslusif;

c. pemberian Kapsul Vitarrrin A bagi ibu nifas;

(4) Kegiatan Intervensi (iizi Spesifik dengan sasaran ibu
menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai
dengan usia 23 {dua puluh tiga) bulan sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (l| huruf d, meliputi :

s.- rnerrdorong kelanjutan pernberian Air Susu Ibu (ASI)

diatas usia 6 (enarn) butan sampai dengan usia 23 (dua

puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan
pendalrrping Air Susu lbu (AS1);

b. pen5zediaan obat cacing;

c- perryediaan srrplemen zink;
d. rnelakukan fortisifikasi zat besi ke dala.rn makanan;

e. rnernberika.n perlindungan terhadaP rnalaria dan

demarn berdarah;
f. pernberian irnunisasi lengkap;

g- pe-ncegal-an dan pengobatan diare;

h- pernberian Kapsul \/itarnin A pada BALITA;

{5} Kelompok inter"'ensi 8:d sensitif sebagairna'ra rrirnaksud

dalam Pasal 6 ayat l2l meliputi :

a- peningkatan akses pangan trergizi;

b- perringkatan kesadaran, komittrren serta praktik
pengasutran ei-zi ibu dan arrak;

c. peningkatan akses dan kualitas pclayanan gizi dan

kesetratan;

d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana

sanitasi;
e. penyediaan Janninan Kesehatan Nasional;

f. perryediaan Janninan Persalinart Uniwersal;

g. penyediaan akses I-ayanan Kesehatarr dan Keluarga
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Berencana.

t1l

BAA II STRATT'GI
aagfan Kesatu l(smrrell rrn Kcluarga

Pasal a

Dalarn upaya penc4gahan dan penururran strrnting
dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kem.anCi::ian
keJuarga-

Strategi edukasi kesehatan sebagai"nana rrirnaksud pada ayat
(1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui
intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.

Kemandirian keluarga dilaksanakan mela-lui pe.ningkatan
kemarnpuan keluarga r.rrrtuk rnengenali, menilai dan
melakukan tindakan secara mandiri 1,ang didarnpingi oleh
tenaga kesehatan dan Keluarga Berencana secara berkala,
berkesinambungan dan terintegrasi.

Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator,
meliputi :

a. kesadanan mengenai pentingnya kesehatan d.ea gizt;

t). mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizr;

c. mengetal'rui tindakan yang harus dilakukan dan marnpu
memanfaa.tkan layanan kesehatan yang ada-

d- Kesadaran rnengenai pentingnya rnencegah terjadinya 4
TERLALU ( Terla-lu Muda, Terlalu Ra.pat, Terlalu Banyak
dan Terlalu Tua) dengan B.enggunakan alat kontrasepsi.

Bagiaa llcdua
Geratan UisFratet Iltdup Sehnt

Pa:al 9

Dalam upaya percepatiin pencegalran dan peuur-unam stwtirtg
dila-kukan gerakan masJ,'arakat hidup sehat yang

disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabrrpaten Konawe

Selatan bersama Perangkat Daerah di Lingkungal
Pernerintah Daera}..

f3I

(4i

I r,

{2) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana

dimaksud pada ayat {l}, meliputi :

a- peningkatan aktifitas hsik;
b- peningkatan perilaku tridup sehat;

c- percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;

d. peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;

e. peningkatan kualiras lingkungan;
f- peningkatan edukasi hidup sehat,

Bagian l(ettga
C'eraLsn Serlbu Harl Perta.mr KehidnlnnPacal

1(,

(1) Gerakan Seribu Hari Pertanna Ketridupan rnerupakan
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komitrnen antara Pemerinta.h Daerah dan rnasyarakat sebagai
gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan
penurlrnan stunting-

(2| Pola Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana
rlirnal<sqd pada ayat (l) terbentuk dari penggalangan
pa-rtisipasi para pemant <u kepentingan s€cara terencana dan
terkoordinasi terhadap kebutuhan gird janin raampun bayi
pada seribu hari perta-rna kehidupan.

(31 Gerakan Seribu Hari Perta:ma Kehidupan sebagaimana
dimaksud pada ayat {l) dilaksanakan dalann bentuk antara
lain :

a. penandatangarran pakta integritas oleh Pemerintah Daerah,
masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;

b. kornunikasi. edukasi dan pemberian informasi baik forrnil
maupun non formil;

c, ka.mpanye kegiatan di berbagai media, tennasuk
kegiatan kegiatan lain yang mendukung.

BrgfE KccDFt
Focyandu

Pasal 11

(1) Dalam upaya percepatan pencegahan darr lrenurunan
shtnting hanrs dilakukan revitalisasi posyandu.

(2) Pemantauan pertumbuhan balita. harrs dilakukan di
Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan

perhrmbuhan.

BAB vI
IITDIXA1nOR ETERJA

Pa.al 12

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlitrat
dalarn percepatan pencegal.an dan penurunan sfunting harus
terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan
prevalensi stur.ting.

BABvU
PERA1v STRTA

B-gr-n l(esatu
Pemerlntah Daerah

Pasel 13

[1] Memastikan perencana.rn dan penganggzrran

progfarn/kegiatan untuk intervensi prioritas, k?rususnya di
lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau
kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi-

(2) Memperbaiki pengelolaan layanan untrrk intervensi gizi

priorita-s dan memastikan ballwa sasaran prioritas

memperoleh dan menrarrfaatkan paket intervensi yang



t)

disediakan-
(31 Mengkoordinasikan kepada Kecarnatan, Kelurahan dan

Pemerintal. Desa dalann rnenyelenggarakan intervensi
prioritas, termasrll( dalam mengoptimaikan sumber daya,
sumber dana dan pemutekhkan Cata.

Bagian l(edua
IkluraLaa/Desa

Pasal 14

(1) Melakukan siokronisasi dalam perencanazrn dan
penganggaran prograrrr dan kegiatan pernbangunan
Kelurahan / Desa untuk rnendukung percepatan pencegahan

dan pen urunan stunting.

(2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerrrna
rnemanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.

dan

(3) Irnplementasi kegiatan dilakukan bekerja sarna dengan Kader

Pembangunan Manusia (KPM), pendamping [tograrn Keluarga
Harapan (PKH), Tim Penclamping Keluarga (TPK), petlrgas

Puskesrnas, bidan desa. Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) dan
Petugas Keluarga Ilerencana (KB).

{4} Memperkuat perna.rrtaualr dan evaluasi pelaksanaanr

pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta

mengoordinasikan pendataan sasaran dan pernutakhiran data

secara rutin.
fagfar Kcfig!

Peta! Uasyatelat

Pasel 15

(ll Masya-rakat merrriliki kesetnpatan untuk berperan seluas-

luasnya dalam rrrewujudkart pcningkatzrn status gizi irrdividu,

keluarga dan mas,'arakaL

(21 Dalam rangka perc€patan penceS;ahan dan penurun€rn

stunting serta intervensinya. rnasyarakat dapat

menyampaikan permasalahan, rnasukarr dan/atau c€-ra

pmecahan masalal. rnengenai hal dibidang kesetratan dan
oi;

BAB t,IU
PEITEIJTIAII DAIT PEIIGEUAAITGAIT

Paral 16

(1) Penelitan dan pengembangan g]-i dilakukan gunamenerapkan
i'lrng psngsl4[11an dan telcrologi tepat guna dibidang gizi

r,rntuk menentukan interve.nsi yang tepat dalarn rangka

percepatan pencega.l"an dan penurunan stunting-

(21 Penerapan trasil Pcnettan dan pengembangan gl.zt

sebagaiInana dil:aaksud Pada ayat (l) dilaksanakan dengan
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memperhatikan norrna-norrna yang berlaku dalarn
masyarakat.

BAB Ilr
PEIYGEIIDALIA.IT DAN EVALUASI

Pasal 17
(1) LuratrlKepala Desa selaku koordinator ditingkat

Kelurallan/ f)esa wajib melakukan pengendalian dan
ewaluasi percepatan pencegahan dan penurrnan stuniing di
wilay'atrnya.

{2} Hasil pengendalian dan ewaluasi sebagairnana dirnaksud pada
ayat ( lf disampai?ran kepada Bupati melalui Kepala Badan
Perencanaam Pernbangunatr Daerah Kabupaten Konawe
Selatan dan ternbusann5,'a disarnpaikan kcpada Camat paling
sedikit dua kali dalam setahun.

Pasal la
(li Wakii Bupati Konawe Selatan selaku koordinator ditingkat

Kabupaten w4iib melakrrkan pengendalian dan eva.lua,si

pelaksalaan percepatan pencegahan dal penurunzrn

stlrnting di Kelurahan/ Desa.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimsla dirnaksud
pada ay-at (1) disarnpaikan kepada Bupati paling sedikit dua
kali dal=rn setahurr.

BAA:(
PE BIXAAI| DAX PEI|GAWASAII

Pasal 19

{1} Bupati rnelakukan pernbinaan dan pengawasan pelaksanaan
percepatan pencegal.an dan penurunarl shntirtg di daerah.

{21 Hasil pembinaan dan pengav/asan sebageirnana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit
sekali dalam setahun.

Pasal 2()

{ii Bupati dapat rnelirnpahkan kewenanga.n kepada Wakil Bupati
Konawe SclatErr untuk pembinaan dan pcngalr'asan

pelaksanaan peroepatarl pencega]lan dar! penr.lrunan

shtnting di daeratr-

(2) Datarn rnelaksanakanr pernbinaan dan Penganrrasanr

sebagairaana dimaksud pada a,-at (1), Wakil Bupati Konawe

Selatan dibantlr oleh Tim Tekrris Percepatan Pencegallan

Sfllntingfferinte€rasi -

{3i Tim Teknis sebagai-rana di.maksud pada ayat {2) terdiri dari
Perangkat Daerah, naas)'arakaL akade"'isi, praktisi dan
pelaku usaha-

(4) Tirn Teknis sebagairnana dirnaksud pada ayat l2l
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BAB XI
PIICGHARGAAT

Paral 21
(tl Bupati dapa.t memberikan penghargaan kepa.da masy-arakat

dan/atau institusi yang pedufi terhadap pelakssnaan
percepatan pencegahan dan penurunan stunting di daerah.

(2) Femberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-
hari besar kesehatan.

BAB EI
PEIBIAYAAIS

Prrll 22

Segala biaya yang timbul berkaitan derrgan pelaksanaan
peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara" Angqaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran
Pendapatan dal Belanja Desa serta. surnber- sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAArII
ETETTUAX PEITUII,P

P.raI 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintal.kan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan.

Diteta.pkan di Aldoolo
9o O$*s2o21

t

4.
{

8AG HUKUM
3 FA.

KA

DIN DANGItrA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal ,o 0t$T.ltF 2O2l
SE,IIRETARIS DAERAII

KONAWE SELATAN,

H. SAJAXG
DAERAII I<ABI'PATEIT I(OIiIAWE SELATAII TAIII'Iir

A9u

\
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PARAF KOORDINASI
FPINSTANSI

1 PT

2021 !{OMOR

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


